A.

BAB IlI
PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia
mengatur tindak pidana penipuan melalui dua peraturan utama, yaitu Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE). Perbedaan unsur-unsur antara Pasal 378
KUHP yang mengatur penipuan dalam konteks konvensional dan Pasal 28
ayat (1) UU ITE yang mengatur penipuan dalam ranah online memainkan
peran kunci dalam penanganan kasus penipuan, menimbulkan
kesimpangsiuran dalam pemahaman di kalangan penegak hukum.
Kesimpangan ini dapat mengakibatkan penanganan kasus yang tidak efisien
dan adil. Dalam konteks penegakan hukum, UU ITE memiliki peran lebih
spesifik dan relevan dalam menghadapi tindak pidana penipuan secara online,

dengan hukuman yang lebih terperinci.

Saran

Dalam menghadapi kompleksitas tindak pidana penipuan, peningkatan
pemahaman dan kemampuan aparat penegak hukum menjadi esensial.
Pelatihan mendalam mengenai perbedaan antara Pasal 378 KUHP dan Pasal
28 ayat (1) UU ITE diperlukan untuk memperkuat penanganan kasus.
Koordinasi yang kuat antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menjadi

kunci untuk memastikan efisiensi dalam penegakan hukum.
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Selain itu, pembaruan hukum menjadi suatu keharusan untuk
mengakomodasi perkembangan teknologi dan taktik penipuan yang terus
berkembang. Prioritas perlindungan konsumen, baik dalam kasus penipuan
konvensional maupun online, perlu ditekankan dalam perangkat hukum yang

diperbarui.

Peningkatan kemampuan investigasi menjadi fokus utama dengan
investasi dalam teknologi forensik digital dan peningkatan penggunaan ahli
forensik digital. Kesadaran masyarakat terhadap risiko penipuan online juga
harus ditingkatkan melalui kampanye pendidikan dan informasi yang lebih

intensif.

Saran tambahan yang dapat diterapkan mencakup pembangunan platform
pelaporan penipuan online terintegrasi, penguatan regulasi terkait platform e-
commerce dan fintech, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam

upaya pencegahan penipuan.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat mencapai
penanganan kasus penipuan yang lebih efektif dan efisien, memberikan
perlindungan yang lebih baik bagi konsumen, dan meningkatkan kepercayaan
publik terhadap sistem hukum. Semua ini menjadi langkah strategis dalam
memberikan rasa aman bagi masyarakat dan memperkuat upaya penegakan

hukum terhadap tindak pidana penipuan.
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